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Abstract

As social beings, humans cannot let go of themselves depending on other humans to meet
their needs. In this interaction, disputes often arise. The dispute is sometimes resolved
immediately, and sometimes it is not. There are two ways to resolve the dispute, namely in
court or out of court. One form of dispute resolution outside the court is mediation. There are
many benefits in resolving disputes through mediation, and the most important thing is the
result is a win-win solution, which is able to meet the psychological, legal and procedural
needs of the parties.
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A. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa melepaskan dirinya dari manusia
lainnya untuk memenuhi kebutuhan. Dalam berinteraksi dengan manusia lainnya itu
sering terjadi sengketa. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa
dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidak
puasannya itu kepada pihak ke dua, jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka
terjadilah apa yang dinamakan sengketa. Secara umum dapat dikatakan bahwa sengketa
itu adalah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling
mempertahankan persepsinya masing-masing, dimana perselisihan itu dapat terjadi
karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam
perjanjian.

Sengketa yang terjadi itu dapat diselesaikan melalui pengadilan, yang biasanya
disebut secara litigasi dan dapat pula diselesaikan secara non litigasi atau di luar
pengadilan. Penyelesaian sengketa secara non litigasi ini lebih dikenal dengan nama
Alternative Dispute Resolution atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ada beberapa
bentuk alternatif penyelesaian sengketa ini, yakni konsultasi, negosiasi, mediasi,
konsiliasi, dan arbitrase.

Penyelesaian sengketa secara mediasi, merupakan cara penyelesaian sengketa
yang banyak dipakai. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses
perundinganuntuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh

mediator.Mediasiberasaldaribahasalnggrisyangberartimenyelesaikansengketadengan
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menengahi. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak
luar yang tidak memihak (impartial) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk
mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa,
tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang
dikuasakan kepadanya. Berdasarkan uraian di atas penulis lebih lanjut membahas lebih
dalam tentang mediasi dengan judul “ Mediasi Sebagai Salah Satu Cara Dalam
penyelesaia Suatu Sengketa Perdata”. Metode penelitian yang dalam tulisan ini
menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang bersifat deskriptif, dengan data
sekunder sebagai data utamanya.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalahnya
sebagai berikut :
1. Apa yang dimaksud dengan mediasi;
2. Apa dasar hukum mediasi;
3. Apa prinsip-prinsip mediasi;
4. Bagaimana proses mediasi;

5. Apa tujuan dan manfaat mediasi

C. Hasil Pembahasan
1. Pengertian Mediasi

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak,
yang tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan .Mediator
menjembatani pertemuan parapihak ,melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol
proses negosiasi, menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama para pihak
merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Meskipun mediator terlibat dalam
menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti ia yang menentukan
hasil kesepakatan. Keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang
bersengketa. Mediator hanyalah membantu mencari jalan keluar, agar para pihak
bersedia duduk bersama menyelesaikan sengketa yang mereka alami.

Persyaratan lain untuk menjadi mediator yang berkaitan dengan para pihak

dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka yaitu antara lain:

a. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak.
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b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampaidengan derajat
kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.

c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa

d. Tidak mempunyai kepentingan finansial, atau kepentingan lain terhadap
kesepakatan para pihak.

e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan
maupunhasilnya.

Adapun sisi peran kuat mediator jika ia melakukan hal- hal berikut dalam

perundingan :

a. Mempersiapkan dan notulasi perundingan.

b. Merumuskan dan mengartikulasikan kesepakatan para pihak.

c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah

pertarungan yang harus dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan.

d. Menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan pemecahan masalah, dan

e. Membantu para pihak untuk menganalisis berbagai pilihan pemecahan masalah

Dalam mediasi peran seorang mediator tidak dapat diabaikan begitu saja. Seorang
mediator memegang peranan penting dalam proses penyelesaiansengketa diantara kedua
belah pihak. Seorang mediator haruslah netral dan juga tidak boleh ikut campur untuk
memutuskan dan menetapkan suatu hasil substantif, para pihak sendiri yang akan
memutuskan dan menetapkan apakah mereka akan setuju atau tidak terhadap isi
keputusan dari mediasi.

Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap
sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi
terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. Pengalaman, kemampuan dan integritas
dari pihak mediator tersebut diharapkan dapat mengefektitkan proses mediasi di antara
para pihak yang bersengketa. Akan tetapi di samping harapan digantungkan kepada
pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator, kedudukan mediator sebagai
pihak penengah itu saja sudah sangat membantu penyelesaian sengketa tersebut. Sebab ,
jika pihak ketiga yang netral tidak ikut terlibat, maka di antara para pihak akan terjadi
saling mencurigai, salah pengertian, salah persepsi, kurang komunikasi, bersikap emosi,
bersikap menang kalah, dan sebagainya.

Pada mediasi yang dilakukan di Pengadilan, maka hakim yang bertindak sebagai

mediator adalah hakim yang tidak terlibat dengan pemeriksaan perkara yang akan
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dimediasikan, baik sebagai ketua majelis maupun sebagai anggota majelis. Hakim yang
bertindak sebagai mediator dan pihak luar yang memiliki sertifikat mediator diangkat oleh
ketua pengadilan sebagai mediator.Setiap pengadilan memiliki daftar mediator beserta
riwayat hidup dan pengalaman kerja mediator dan mengevaluasi daftar tersebut setiap
tahun. Semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar
mediator.
Tugas-tugas mediator yaitu:
a. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak
untuk dibahas dan disepakati.
b. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses
mediasi.
c. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus. Kaukus ialah pertemuan
antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.
d. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan
mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.
Mediator memiliki sejumlah kewenangan dalam menjalankan proses mediasi.
Mediator memperoleh kewenangan tersebut dari para pihak, dimana mereka mengizinkan
dan setuju adanya pihak ketiga menyelesaikan sengketa mereka. Kewenangan mediator
terfokus pada upaya menjaga dan mempertahankan proses mediasi. Mediator diberikan
kewenangan oleh para pihak melakukan tindakan dalam rangka memastikan bahwa
mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya.
Kewenangan mediator terdiri atas:
a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar
Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal sampai akhir.
Ia memfasilitasi pertemuan para pihak, membantu para pihak melakukan
negosiasi, membantu membicarakan sejumlah kemungkinanuntuk mewujudkan
kesepakatan dan membantu menawarkan sejumlah solusi dalam penyelesaian
sengketa.
b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi
Mediator berwenang menjaga dan mempertahankan stuktur dan momentum
dalam negosiasi, esensi mediator terletak pada negosiasi, di mana para pihak
diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar menawar dalam

menyelesaiakan sengketa.
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c. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi
Ketika mediator melihat para pihak tidak mungkin lagi diajak
kompromi dalam negosiasi, maka mediator berwenang menghentikan proses
mediasi. Mediator dapat menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu

atau penghentian untuk selamanya (mediasi gagal).5

Ada beberapa pengertian mediasi yang diberikan oleh sarjana maupun peraturan

perundang-undangan, antara lain:

a.

b.

C.

d.

Christopher W. Moore

Mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau
negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak
mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak
yang berselisih dalam wupaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam
penyelesaian permasalahan yang disengketakan.
Folberg dan Taylor berpendapat bahwa mediasi adalah suatu proses dimana para
pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis
menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencarialternatif dan
mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka
Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian
Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur
yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara
konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
Dalam Peraturan Bank Indonesia/ PBI No. 8/5/PB/2006 dikatakan sebagai proses
penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang
bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela
terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan mediasi

adalah upaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui

mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para

pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana

keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat.

Dari beberapa definisi mediasi dapat dilihat ciri dari proses mediasi adalah:
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a.

b.

C.

d.

Adanya pihak ketiga yang netral dan imparsial, artinya tidak terlibat atau
terkait dengan masalah yang dipertikaikan. Netral dan imparsial dalam arti
juga tak memihak dan tak bias.

Dalam kasus yang bersifat individual, mestinya pihak yang bertikai yang
memilih mediator, tetapi bisa juga mediator menawarkan diri, namun pihak
yang bertikai harus setuju terhadap tawaran itu. Pihak ketiga harus diterima di
kedua belah pihak.

Penyelesaian dibuat oleh pihak yang bertikai, dan harus dapat diterima tanpa
paksaan dari pihak manapun.

Tugas mediator terutama adalah menjaga agar proses negosiasi berjalan dan
tetap jalan, membantu memperjelas apa sesungguhnya masalah dan
kepentingan dari pihak yang bertikai. Dengan kata lain peran mediator adalah
mengontrol proses, sedang peran pihak yang bertikai adalah mengontrol isi

dari negosiasi.

Adapun elemen-elemen mediasi adalah:

a.
b.
c.

d.

c.

Penyelesaian sengketa secara sukarela.

Intervensi atau bantuan.

Pihak ketiga yang tidak memihak.

Pengambilan keputusan oleh para pihak secara konsensus.

Dilaksanakan dengan partisipasi aktif dari semua yang terlibat dalam sengketa

terutama mediator.

Mediasi dari pengertian yang diberikan, jelas melibatkan keberadaan pihak ketiga

(baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral

dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator. Sebagai pihak ketiga yang

netral, independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak secara langsung maupun

melalui lembaga mediasi, mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan

fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak.10 Dalam mediasi,

penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif

para pihak, sehingga mediator berperan membantumereka mencapai kesepakatan. Dalam

membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparsial atau tidak memihak.

Kedudukan mediator seperti ini sangat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan

yang memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang

tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan.
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Pengertian mediasi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga unsur penting yang saling
terkait satu sama lain. Ketiga unsur tersebut berupa; ciri mediasi, peran mediator, dan
kewenangan mediator. Dalam ciri mediasi tergambar bahwa mediasi berbeda dengan
berbagai bentuk penyelesaian sengketa lainnya, terutama dengan alternatif penyelesaian
sengketa di luar pengadilan seperti arbitrase. Dalam mediasi, seorang mediator berperan
membantu para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang
dipersengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat
ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator dalam menjalankan
perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses
mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki
kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan, ia hanya
menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan
(agreement) dari para pihak.

Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat efektif untuk menyelesaikan
sengketa-sengketa yang melibatkan para pihak atau melibatkan masyarakat, seperti
sengketa mengenai perusakan lingkungan, pembebasan tanah, perburuhan, perlindungan
konsumen. Dengan menggunakan jasa mediator orang tidak perlu beramai-ramai ke
Pengadilan atau sendiri-sendiri dalam menyelesaikan sengketa yang bersengketa. Lebih
jelasnya, jenis perkara yang dimediasikan yaitu; kecuali perkara yang diselesaikan melalui
prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan
badan penyelesaian sengketa konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukanke Pengadilan tingkat pertama
wajib lebih dahulu diupayakan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Dengan menggunakan metode mediasi para pihak yang bersengketa akan
memperoleh keuntungan yang lebih dibanding jika menggunakan proses litigasi. Dengan
mediasi para pihak lebih sedikit menderita kerugian, hal ini akan sangat terasa oleh pihak
yang dikalahkan jika para pihak menggunakan proses litigasi. Para pihak juga dapat
memilih sendiri mediator yang akan membantu mereka dalam penyelesaian masalah, hal
ini terkait dengan faktor psikologis para pihak, yaitu jika mereka sama- sama dapat
menerima keberadaan mediator dan mereka sama-sama percaya akan kenetralan mediator
maka mereka akan lebih melaksanakan mediasi dengan kesukarelaan. Penyelesaian
sengketa melalui pengadilan bersifat formal, memaksa, bercirikan pertentangan, dan

berdasarkan hak. Hal ini berarti jika para pihak melitigasikan suatu sengketa prosedur
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pemutusan perkara diatur oleh ketentuan-ketentuan yang ketat dan suatu konklusi pihak

ketigamenyangkut kejadian- kejadian yang lampau dan hak serta kewajiban legal masing-

masing pihak akan menentukan hasilnya. Dengan menggunakan mediasi yang bersifat

tidak formal, sukarela, kooperatif, dan berdasarkan kepentingan, seorang mediator

membantu para pihak untuk merangkai suatu kesepakatan, memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya, dan memenubhi standar kejujuran mereka sendiri.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki karakteristik atau

unsur-unsur sebagai berikut:

a.

b.

C.

d.

c.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan
perundingan.

Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam
perundingan.

Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari
penyelesaian.

Mediator bersifat pasif dan hanya berfungsi sebagai fasilitator dan penyambung
lidah dari para pihak yang bersengketa, sehingga tidak terlibat dalam menyusun dan
merumuskan rancangan atau proposal kesepakatan.

Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan
berlangsung.

Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat

diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

2. Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum penerapan mediasi, yang merupakan salah satu dari sistem ADR

(Administrative Alternative Dispute Resolution)di Indonesia adalah:

a.

b.
C.

d.

Pancasila sebagai dasar idiologi negara Republik Indonesia yang mempunyai salah
satu azas musyawarah untuk mufakat.

UUD 1945.

UU Kekuasaan Kehakiman

Secara Administrative Type ADR telah diatur dalam berbagai undang-undang seperti
UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; UU
No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi; UU No. 30 tahun 2000 tentang rahasia
dagang; UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri; UU No. 14 tahun 2001
Tentang Patent; UU No. 15 tahun 2001 Tentang Merk; UU No. 22 tahun 1957

Jurnal Normative Volume 10 Nomor 1 Tahun 2022
ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202 103



Jurnal Normative Volume 10 Nomor 1 Tahun 2022 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-83202

tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan; UU No. 12 tahun 1964 tentang
Pemutusan Hubungan Kerja Perusahaan Swasta; UU No. 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen; UU No. 23 tahun 1997 tentang PengelolaanLingkungan
Hidup; dan PP No. 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan
Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan; PP No. 29 tahun 2000 tentang
Mediasi Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi; UU No. 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan; UU No. 2 tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial.
e. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2002 tentang
Pemberdayaan lembaga damai sebagaimana dalam pasal 130 HIR/154Rbg.
f.  Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 2 tahun 2003 yang telah dirubah
dengan PERMA No. 1 tahun 2008, terakhir dirubah dengan PERMA No.1 tahun
2016.

Disamping dasar hukum di atas, sebenarnya sejak dahulu hukum positif juga telah
mengenal adanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang diatur
dalam:

a.  Penjelasan pasal 3 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970: “Semua peradilan di seluruh
wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan
undang-undang”. Pasal ini mengandung arti, bahwa di samping Peradilan Negara,
tidak diperkenankan lagi adanya peradilan- peradilan yang dilakukan oleh bukan
Badan Peradilan Negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar
perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan.

b.  Pasal 1851 KUH Perdata menyatakan: “Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan
mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu
barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah
timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara
tertulis”.

c. Pasal 1855 KUH Perdata: “Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-
perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihakmerumuskan maksud
mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan
sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan”.

d. Pasal 1858 KUH Perdata: “Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak

suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak
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dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau
dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.

Meskipun Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa, telah lebih mempertegas keberadaan lembaga mediasi sebagai
lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Dalampasal 1 angka 10 dinyatakan: “Alternatif
penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui
prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan
dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Akan tetapi,
Undang-Undang ini tidak mengatur dan memberikan definisi lebih rinci dari lembaga-
lembaga alternatif tersebut, sebagaimana pengaturannya tentang Arbitrase.

Pada umumnya, komunikasi merupakan hal penting dalam penyelesaian sengketa.
Komunikasi secara langsung antara para pihak akan lebih produktif menyelesaikan
sengketa, sehingga dapat menghindari kekerasan dan merendahkan biaya. Pihak ketiga
merupakan bagian integral dalam intervensi membangun damai dengan memfasilitasi

komunikasi, menghindari tensi, dan membantu memperbaiki hubungan silaturahmi.

3. Prinsip-Prinsip Mediasi

Dari berbagai pengertian dan kajian-kajian literatur tentang mediasi dapat
disimpulkan beberapa prinsip dari lembaga mediasi:
a. Mediasi Bersifat Sukarela

Pada prinsipnya inisiatif pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi tunduk
pada kesepakatan para pihak. Hal ini dapat dilihat dari sifat kekuatan mengikat dari
kesepakatan hasil mediasi didasarkan pada kekuatan kesepakatan berdasarkan pasal 1338
KUH Perdata. Dengan demikian, pada prinsipnya pilihan mediasi tunduk pada kehendak
atau pilihan bebas para pihak yang bersengketa. Mediasi tidak bisa dilaksanakan apabila
salah satu pihak saja yang menginginkannya.

Pengertian sukarela dalam proses mediasi juga ditujukan pada kesepakatan
penyelesaian. Meskipun para pihak telah memilih mediasi sebagai cara penyelesaian
sengketa mereka, namun tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menghasilkan
kesepakatan dalam proses mediasi tersebut.

b. Lingkup Sengketa Pada Prinsipnya Bersifat Keperdataan

Jika dilihat dari berbagai peraturan setingkat Undang-Undang yang mengatur

tentang mediasi di Indonesia dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya sengketa-sengketa

yang dapat diselesaikan melalui mediasi adalah sengketa keperdataan.
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c. Proses Sederhana

Para pihak dapat menentukan cara-cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan
proses beracara formal di Pengadilan. Jika penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat
selesai bertahun-tahun, jika kasus terus naik banding, kasasi, sedangkan pilihan
penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih singkat, karena tidak terdapat banding atau
bentuk lainnya. Putusan bersifat final and binding yang artinya putusan tersebut bersifat
inkracht atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
d. Proses Mediasi Tetap Menjaga Kerahasiaan Sengketa Para Pihak

Mediasi dilaksanakan secara tertutup sehingga tidak setiap orang dapat menghadiri
sessi-sessi perundingan mediasi. Hal ini berbeda dengan badan peradilan dimana sidang
umumnya dibuka untuk umum. Sifat kerahasiaan dari proses mediasi merupakan daya
tarik tersendiri, karena para pihak yang bersengketa pada dasarnya tidak suka jika
persoalan yang mereka hadapi dipublikasikan kepada umum.
e. Mediator Bersifat Menengahi

Dalam sebuah proses mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para
pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif
membantu para pihak dalam memberikan pemahaman yang benar tentang sengketa yang
mereka hadapi dan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa

tersebut.

4. Prosedur Mediasi

Proses mediasi dibagi kedalam tiga tahap, yaitu:
a. Tahap Pra Mediasi
Tahap pelaksanaan pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, yang
dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah
dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai.Tahap pra mediasi merupakan
tahap yang amat penting, karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi
selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain;
membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan
memberikaninformasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengoordinasikan pihak
yang bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir,

menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa
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yang aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan
mereka.

Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam PERMA No. 1 tahun 2016
ini, kepada para pihak yang bersengketa atau kuasanya, dan mendorong para pihak
untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Selanjutnya hakim sidang
menunda proses persidangan perkara tersebut untuk memberi kesempatan kepada para
pihak menempuh proses mediasi. Dalam praktek selama ini sebelum berlakunya
Perma No. 1 tahun 2016, sidang ditunda selama satu atau dua minggu saja, namun
dalam berlakunya Perma yang mengatur tentang lamanya proses mediasi paling lama

30 hari kerja, sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua
majelis hakim, maka hakim akan menyesuaikan penundaan sidang sesuai dengan
pasal- pasal tersebut, dengan ketentuan dapat dipercepat apabila tercapai kesepakatan
secara dini atau mediasi gagal, dan tidak dimungkinkan lagi dilanjutkan proses
mediasi, atau laporan tertulis dari mediator kepada hakim sidang.

Kemudian pada hari sidang tersebut, atau dalam waktu paling lama dua hari
kerja berikutnya, para pihak atau kuasa hukumnya wajib berunding untuk memilih
mediator dari daftar mediator yang dimiliki oleh Pengadilan. Dalam waktu dua hari
kerja para pihak atau kuasa hukum mereka bersepakat tentang pilihan mediator yang
dikehendaki, para pihak wajib melaporkan kepada ketua majelis hakim, dan ketua
majelis hakim segera ~memberitahukan kepada mediator terpilih untuk
menjelaskantugas. Demikian pula sebaliknya, jika dalam waktu yang sama, para pihak
tidak berhasil memilih mediator yang dikehendaki, maka kegagalan tersebut harus
segera diberitahukan kepada ketua majelis, dan ketua majelis berwenang untuk
menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan
yang sama untuk menjalankan fungsi mediator dengan menerbitkan penetapan.16

Seorang mediator harus memahami dirinya sebagai orang yang berperan untuk
menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang bersengketa. Peran mediator dalam
suatu mediasi antara lain mengontrol proses dan penegakan aturan dasar dalam
mediasi, menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan di antara para pihak,
mendorong suasana komunikasi antara para pihak, membantu para pihak dalam
menghadapi situasi dan kenyataan, dan mengakhiri proses mediasi bila sudah tidak

produktif lagi.
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b. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Adapun tahap mediasi diawali dengan pengumpulan fotokopi dokumen duduk
perkara dan surat-surat lain yang dipandang penting dalam proses mediasi. Upaya mediasi
oleh para pihak ini diperbolehkan menggunakan kuasa hukum. Pelaksanaan mediasi ini
seperti persidangan, yakni adanya dua pihak yang bersengketa. Bahkan apabila dipandang
perlu, mediator dapat melakukan kaukus, yakni pertemuan antara mediator dengan salah
satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.

Fungsi kaukus adalah :

1)  Memungkinkan salah satu pithak untuk mengungkapkan kepentingan yang tidak
ingin mereka ungkapkan di hadapan mitra rundingnya.

2)  Memungkinkan mediator untuk mencari informasi tambahan, mengetahui garis
dasar, menyelidiki agenda tersembunyi.

3) Membantu mediator dalam memahami motivasi para pihak dan prioritas mereka
dan membangun empati dan kepercayaan secara individual.

4)  Memberikan pada para pihak, waktu dan kesempatan untuk menyalurkan emosi
kepada mediator tanpa membahayakan kemajuan mediasi.

5)  Memungkinkan mediator untuk menguji seberapa realistis opsi-opsi yang
diusulkan.

6)  Memungkinkan = mediator untuk mengarahkan para pihak untuk
melaksanakan perundingan yang konstruktif.

7)  Memungkinkan mediator dan para pihak untuk mengembangkan dan
mempertimbangkan alternatif-alternatif baru.

8)  Memungkinkan mediator untuk menyadarkan para pihak untuk menerima
penyelesaian.

Dalam tahap ini pihak-pihak yang bersengketa sudah berhadapan satu sama lain,
dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting antara
lain; sambutan pendahuluan mediator, persentasi dan pemaparan kisah para pihak,
mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang
disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan
keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.

Mediasi yang menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan
mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani

oleh para pihak dan mediator. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator
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memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang
bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikad tidak
baik. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk
dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Sebaliknya jika para pihak tidak menghendaki
kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan
perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang
menyatakan perkara telah selesai.

Penyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan kesepakatan perdamaian, maka
perdamaian tersebut dapat diajukan ke Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh
akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Pengajuan gugatan tersebut harus
disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen- dokumen yang
membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa. Hakim, dihadapan
para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta
perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut:

1). Sesuai kehendak para pihak

2) Tidak bertentangan dengan hukum

3) Tidak merugikan pihak ketiga

4) Dapat dieksekusi

5) Dengan itikad baik.

c. Tahap Hasil Mediasi

Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil
kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para
pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan
selama dalam proses mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para
pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada bantuan pihak lain untuk
mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis. Keberadaan pihak lain di sini hanyalah
sekedar membantu menjalankan hasil kesepakatan tertulis, setelah ia mendapatkan
persetujuan dari kedua belah pihak.

Pada persidangan jika para pihak mencapai kesepakatan, mereka dapat meminta
penetapan dengan suatu akta perdamaian. Para pihak yang berhasil mencapai kesepakatan
tetapi tidak dimintakan penetapannya sebagai suatu akta perdamaian, maka pihak

penggugat wajib menyatakan pencabutan gugatannya.2l Tetapi jika dalam waktu
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sepertiyang ditetapkan dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan
kesepakatan mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal
dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan
tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang
berlaku. Pada tiap tahapan pemriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang
untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hinggasebelum pengucapan putusan.

5. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak
dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Penyelesaian sengketa melalui
jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan
yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan
dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan,
sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu
proses mediasi paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan
mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para
pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat
yang dapat disepakati oleh para pihak.

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak
mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah
keinginan dan itikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keiginan
dan itikad baik ini, kadang- kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam
perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang
melibatkan pihak ketiga.

Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain
a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat dan relatif murah

dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga
arbitrase.

b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara
nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan
hanya tertuju pada hak- hak hukumnya.

c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung

dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
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d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap
proses dan hasilnya.

e. Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi
dengan suatu kepastian melalui suatu consensus.

f.  Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling
pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka
sendiri yang memutuskannya.

g.  Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampirselalu mengiri
setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim.

Mediasi ini juga bertujuan untuk lebih menekankan tentang upaya perdamaian di
Pengadilan dan juga sebagai penyempurna dari peraturan- peraturan yang dulu tentang
adanya pelembagaan perdamaian yang selama ini upaya damai di Pengadilan seakan-akan
hanya sebagai formalitas saja bukan sebagai anjuran yang ditekankan oleh Undang-
Undang dan juga sebagai landasan hukum pengadilan dalam penyelesaian perkara dan
mediasi ini diambil ketika para pihak menghendaki sengketa diselesaikan secara damai.

Mengembangkan mediasi di Indonesia merupakan suatu hal yang bermanfaat.
Dilihat dari kekuatan potensial mediasi yaitu:

a. Mampu memenuhi segitiga kepuasan, yaitu kebutuhan substantif, kebutuhan
prosedural dan psikologis dari para pihak yang bersengketa. Kebutuhan substantif
(rasional) adalah kebutuhan yang langsung mengenai pokok sengketa yang terjadi.
Kebutuhan prosedural yaitu cara mediator memperlakukan para pihak yang
bersengketa dalam proses mediasi. Para pihak itu sendiri yang menentukan atau yang
memutuskan cara penyelesaian sengketa mereka dengan menempatkan mereka
sebagai subyek bukan sebagai obyek. Kebutuhan psikologis yaitu tetap menjaga dan
memelihara hubungan pertemanan antara para pihak, meskipun kedua belah pihak
pernah bersengketa. Dan hubungan pertemanan itu masih akan tetap terjaga oleh
karena penyelesaian mereka win-win solution.

b. Penyelesaian mediasi lebih murah, cepat, dan efisien meski hal tersebut sifatnya relatif
tapi berpotensi.

c. Kepesertaannya, di sini kepesertaan dalam mediasi tidak terbatas pada orang yang
merugikan saja. Dalam kasus-kasus publik misalnya terdapat sengketa atau konflik
antara perusahaan iklan rokok atau media cetak, sebagai contoh dalam persoalan

rokok melibatkan banyak pihak
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D. Kesimpulan

1. Mediasi adalah salah satu cata untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata
dengan pihak ketiga yang bersifat netral yang disepakati para pihak.

2. Dasar hukum mediasi antara lain Pancasila sebagai landasal ideologi bangsa,
UUD 1945, UU Nomor 30 Tahun 1999, Perma Nomor 1 Tahun 2016, dan
peraturan perundang-undangan lainnya

3. Prinsip penyelesaian sengketa secara mediasi adalah para pihak mau
berkomunikasi secara terbuka dengan perantara mediator

4. Prosedur mediasi dimulai dengan persiapan, pelaksanaan dan diakhiri dengan
kesepakatan yang dibuat secara tertulis

5. Ada beberpa manfaat menyelesaikan sengketa secara mediasi ini, dan yang
terpenting adalah hasilnya adalah win-win solution, yang mampu memenuhi

kebutuhan psikologis, substansif dan prosedural para pihak.
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